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ABSTRAK

NURUL 1ZZAH, TAHUN 2024. Representasi Sosial-Budaya Tentang
Kepatuhan Pajak Pada ASN dan Non ASN di Kota Makassar, Skripsi, Program
Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Mira dan Pembimbing 2 Masrullah.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah representasi sosial-
budaya waijib pajak dalam hal ini ialah sikap, kepercayaan, dan norma sosial
mereka berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan
di kota makassar yang difokuskan khusus untuk wajib pajak dengan KTP
Makassar dan memiliki penghasilan serta terdaftar sebagai wajib pajak dan
berstatus ASN dan Non ASN di Kota Makassar. Teknik dalam penelitian ini
menggunakan teknik kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang
wajib pajak di kota makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya
pengaruh sikap, kepercayaan, dan norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan
pajak pada kelompok ASN dan Non ASN.

Kata Kunci : Representasi, Sosial-Budaya, Kepatuhan pajak, ASN dan Non
ASN



ABSTRACK

NURUL 1ZZAH, 2024. Socio-Cultural Representation Regarding Tax
Compliance on State Civil Servants and Non-State Civil Servants in The City
of Makassar, Thesis, Faculty of Economic and Business Department of
Accountancy Muhammadiyah University of Makassar. Guided by supervisor 1 Mira
and supervisor 2 Masrullah.

The aim of this research is to find out whether the socio-cultural
representation of taxpayers, in this case their attitudes, beliefs and social norms,
influences tax compliance or not. This research was conducted in the city of
Makassar which focused specifically on taxpayers with Makassar IDs and had
income and were registered as taxpayers and had status as state civil servants
and non-state civil servants in Makassar City. The technique in this research uses
quantitative techniques. The sample in this study was 100 taxpayers in the city of
Makassar. The results of this research show that there is an influence of taxpayers'
attitudes, beliefs and social norms on tax compliance in the state civil servants and
non-state civil servants groups.

Keywords : Representation, Socio-Cultural, Tax Compliance, State Civil
Servants and Non-State Civil Servants
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian

suatu negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi
pemerintah. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai
berbagai program dan proyek penting seperti pembangunan infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan publik lainnya. Pajak
memungkinkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang
diperlukan bagi masyarakat. Melalui sistem pajak yang progresif, yaitu
semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tarif pajak yang
harus dibayarkan, pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan
ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Pajak yang adil dapat
membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan
keadilan sosial.

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh oleh individu dari pekerjaan atau jasa. Pajak ini
dikenakan pada pegawai, pekerja lepas, atau orang yang menerima
honorarium. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak
atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib
pajak OP.

Berbagai kajian juga dibahas salah satunya ialah mengenai
kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat ketaatan
atau kesesuaian para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka

untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat



kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam menjaga integritas
sistem perpajakan suatu negara dan memastikan penerimaan pajak yang
memadai bagi pemerintah.

Ada berbagai penelitian internasional terdahulu yang mengkaji
perilaku kepatuhan pajak tetapi dari perspektif psikologi dan ilmu sosial dan
cenderung mengasosiasikan pajak dengan konsep persepsi, salah
satunya ialah (Burton, Karlinsky, & Blanthorne, 2005.

Ada beberapa riset yang terkait dengan penelitian representasi
sosial tentang pajak telah ada, namun riset-riset tersebut berbasis data dari
negara barat seperti Jerman, Austria, Inggris, Polandia, dan Australia.
Sedangkan penelitian serupa dalam konteks budaya Indonesia masih
sangat jarang ditemukan. Disamping itu, ditemukan bahwa tema-tema
negatif lebih direpresentasikan ketika orang berpikir tentang pajak.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN memiliki kemampuan literasi
digital lebih tinggi dan hidup di area perkotaan. Penulis berasumsi bahwa
representasi positif akan lebih dominan pada populasi ASN dan non ASN
khususnya di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi representasi sosial pajak pada kelompok pekerja ASN.
Pendekatan representasi sosial menjadi penting karena representasi sosial
menjadi landasan terbentuknya penilaian, pemaknaan, persepsi keadilan,
keyakinan, kesediaan serta kemampuan untuk mematuhi aturan
perpajakan.

Representasi sosial dan budaya memiliki dampak yang signifikan
dalam membentuk persepsi, stereotipe, dan konstruksi identitas individu

dan kelompok dalam masyarakat. Representasi yang akurat, beragam, dan



inklusif penting dalam mendorong pemahaman yang lebih baik antara
kelompok-kelompok sosial dan budaya, serta mempromosikan kesetaraan,
toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pembentukan
representasi sosial budaya merujuk pada proses di mana gagasan,
pandangan, nilai-nilai, norma, stereotipe, dan identitas kelompok atau
masyarakat tertentu dibentuk, terbentuk, dan dikonstruksi dalam pikiran
individu dan dalam budaya secara luas. Ini melibatkan interaksi kompleks
antara individu, media, institusi, dan konteks sosial yang lebih luas.
Pembentukan representasi sosial budaya adalah proses yang
kompleks dan beragam, terbentuk oleh faktor-faktor individual dan
kontekstual yang saling berinteraksi. Penting untuk diingat bahwa
representasi sosial dan budaya bisa jadi terkait dengan stereotipe, bias,
atau kesalahan persepsi, sehingga penting untuk mengembangkan
pemahaman yang lebih mendalam, inklusif, dan kritis tentang kelompok
dan masyarakat yang berbeda. Dalam perspektif sosiologi, representasi
sosial budaya mengacu pada cara di mana gagasan, nhilai-nilai, norma, dan
identitas sosial dan budaya diwujudkan dan dikomunikasikan dalam
masyarakat. Representasi sosial budaya adalah hasil interaksi sosial yang
melibatkan individu, kelompok, dan institusi dalam proses sosial yang lebih
luas. Dalam sosiologi, representasi sosial budaya dipelajari untuk
memahami bagaimana masyarakat mengkonstruksi makna, norma, dan
identitas sosial dalam interaksi sosial mereka. Penelitian tentang
representasi sosial budaya dapat mengungkapkan konflik, ketimpangan,
atau dominasi sosial, serta melibatkan analisis kritis terhadap norma dan

nilai-nilai yang mendasari representasi tersebut.



Di Indonesia, studi pajak dalam kerangka representasi sosial masih
sangat jarang dilakukan. Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada artikel
publikasi pada topik representasi sosial dalam konteks perpajakan.
Beberapa penelitian yang ada lebih berfokus pada penggunaan istilah
persepsi yang dikaitkan dengan perpajakan, diantaranya persepsi korupsi
dengan kepatuhan pajak (Aryati, 2012; Rosid dkk., 2017). Namun demikian
dari hasil penelitian lka Rahma Susilawati dan Rahmat Hidayat
menunjukkan bahwa ada empat tema utama representasi sosial tentang
pajak di Indonesia yaitu tema positif, negatif, kewajiban dan netral-teknikal.

Beberapa  kelompok demografis  spesifik  menunjukkan
kecenderungan dominansi representasi pajak yang berbeda-beda.
Sebagai contoh, kelompok pekerja bebas dan entrepreneur menunjukkan
representasi negatif paling tinggi dibandingkan kelompok pekerjaan lain.
Selain itu, kelompok pekerjaan seperti pekerja sosial dan mahasiswa
memiliki representasi yang lebih dominan pada tema netral. Sebaliknya,
kelompok pekerjaan ASN memiliki representasi dengan frekuensi tertinggi
pada tema positif. Namun demikian, hasil studi representasi pajak yang
kami lakukan pada masyarakat sub-urban dan pedesaan menunjukkan
hasil yang berbeda dimana representasi negatif lebih dominan muncul
pada golongan pekerja ASN (Susilawati & Hidayat, 2019a, 2019b). Dengan
demikian, masih terdapat inkonsistensi hasil temuan dari demografi ASN
itu sendiri (Susilawati & Hidayat, 2019)

Indonesia sebagai negeri hukum Dimana pemungutan pajak diatur
dalam Undang-undang yang sah dengan system pemungutan pajak yaitu

Self assessment system (Mardiasmo, 2019). Self assessment system



adalah sistem pemungutan pajak yang menitik beratkan kepercayaan dan
aktifan wajib pajak secara penuh dan memberikan tanggung jawab kepada
wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri besar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
(Resmi, 2019), sedangkan untuk Official Assessment system
menitikberatkan pada fiskus untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
perubahan sistem pajak ini, diharapkan wajib pajak akan berpengaruh
pada sikap dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak diharapkan akan
memiliki kesadaran wajib pajak (tax consciousness), kejujuran wajib pajak,
kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (tax mindness), kedisiplinan
wajib pajak (tax discipline) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Keputusan kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh keyakinan
wajib Pajak akan norma atau nilai hidup yang wajib Pajak yakini. Norma
sosial didefinisikan sebagai “aturan - aturan dan standar - standar yang
dipahami oleh anggota kelompok, dan yang memandu dan atau membatasi
perilaku sosial tanpa dipaksa oleh hukum” (Cialdini dan Trost 1998, h.152).
Norma sosial ini akan memandu dan menjadi batasan bagi seseorang dari
berperilaku, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajak atau
kepatuhan terhadap pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
kepatuhan pajak, diantaranya adalah sikap, kepercayaan dan norma
sosial.

Sikap merupakan pernyataan maupun pertimbangan dari perspektif
individu wajib pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan
interaksi dengan mempertimbangkan asas manfaat dari objek (Salam,

2015). Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-



keyakinan Wajib Pajak tentang kepatuhan pajak yang meliputi segala hal
yang diketahui, diyakini dan dialami Wajib Pajak mengenai pelaksanaan
peraturan perpajakan. Keyakinan Wajib Pajak tentang perilaku kepatuhan
pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak positif atau
negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh
atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian Hanno dan Violette (1996) serta Bobek dan Hatfield (2003)
menyatakan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh
positif terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian ernawati &
Purnomosidhi (2021) menunjukan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat
untuk melakukan kepatuhan pajak.

Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Ini terkait dengan bagaimana individu memandang
kepercayaan mereka terhadap sistem pajak, pemerintah, dan aturan
perpajakan secara umum. Dalam konteks kepatuhan pajak, membangun
dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak dan
pemerintah sangat penting. Pemerintah dan lembaga pajak perlu berusaha
untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem
pajak, serta memberikan informasi yang jelas dan terpercaya tentang
penggunaan dana pajak. Ini dapat membantu memperkuat kepercayaan
masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Norma sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan
pajak. Norma sosial mengacu pada aturan informal yang diterima oleh
masyarakat tentang perilaku yang dianggap tepat atau tidak tepat dalam

suatu situasi. Dalam konteks kepatuhan pajak, norma sosial mencakup



pandangan dan harapan masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.
Dengan memahami pengaruh norma sosial, pemerintah dan lembaga
pajak dapat merancang strategi untuk memperkuat norma sosial yang
mendukung kepatuhan pajak. Ini bisa meliputi kampanye pendidikan
publik, kerja sama dengan kelompok masyarakat, dan upaya untuk
membangun kepercayaan dan integritas dalam sistem perpajakan.

Dari penjelasan di atas, menekankan bahwa pentingnya
memahami representasi sosial budaya sebagai upaya memahami sikap
dan perilaku lebih mendalam untuk membantu perilaku manusia dalam
konteks sosial masyarakat kurang mendapat perhatian dan inilah yang
menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai hal
tersebut. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian dengan judul
“Representasi Sosial-Budaya Tentang Kepatuhan Pajak Pada ASN
dan Non ASN di Kota Makassar”. Penelitian ini dilakukan untuk
mengeksplorasi representasi sosial dan budaya tentang pajak pada ASN

dan non ASN di Kota Makassar.

. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah Sikap mempengaruhi kepatuhan pajak pajak pada
kelompok ASN dan Non ASN?
2. Apakah kepercayaan mempengaruhi kepatuhan pajak pajak pada
kelompok ASN dan Non ASN ?
3. Apakah Norma Sosial mempengaruhi kepatuhan pajak pajak pada

kelompok ASN dan Non ASN?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraiakan sebelumnya, maka
tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Sikap
terhadap kepatuhan pajak pajak pada kelompok ASN dan Non
ASN.

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh
keeprcayaan terhadap kepatuhan pajak pajak pada kelompok ASN
dan Non ASN.

3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh
Norma sosial terhadap kepatuhan pajak pajak pada kelompok ASN
dan Non ASN.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Untuk pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumber informasi dan sumber wawasan serta ilmu pengetahuan
mengenai perpajakan terkhususnya tentang kepatuhan pajak.

2. Bagi Instansi
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu masyarakat
menyebarluaskan informasi—informasi atau ilmu-ilmu mengenai
Kepatuhan Pajak.

3. Bagi Akademisi
Melalui penelitian ini, diharapkan bagi akademisi untuk menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan pajak baik
dalam kelompok ASN dan Non ASN dan juga dapat digunakan sebagai

referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa.



BAB Il

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori
1. Theory of Planned Behavior

Theory Of Planned Behavior (TPB) didasarkan pada berbagai teori
sikap seperti teori belajar, teori harapan nilai, teori-teori konsistensi serta
teori atribusi. Teori perilaku yang direncanakan merupakan
pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam
psikologi, teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang
hubungan antara keyakinan dan perilaku.

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang
Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab
timbulnya intensi berperilaku. Menurut TPB, intensi berperilaku ditentukan
oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan control
perilaku yang dirasakan. Sampai saat ini, teori ini banyak digunakan dalam
bergam keilmuan yang membahas mengenai perilaku dan isu lingkungan.

TPB merupakan teori yang cukup kuat dan sederhana dalam
memprediksi dan atau menjelaskan perilaku. TPB adalah teori yang
menjelaskan tentang intensi, yaitu seberapa keras individu mencoba dan
seberapa besar usaha yang dikorbankan dalam melakukan sesuatu. Oleh
karena itu, pada dasarnya konsep dasar TPB adalah presiksi intensi yang
apabila tidak ada masalah serius, maka akan terwujud dalam bentuk actual

behavior.
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Dalam Theory Of Planned Behavior yang merupakan
pengembangan dari Theory of Reasoned Action dinyatakan bahwa intensi
bisa diprediksi dari tiga elemen pembentuk, yaitu sikap, norma subyektif
dan control perilaku yang dirasakan. Control perilaku yang dipersepsikan
adalah elemen terakhir yang ditemukan sebagai timbulnya intensi dan telah
terbukti Attitudes (A) towards Behavior Subjective Norma (SN) towards
Behavior Perceived Behavioral Control Intention (l) towards Behavior 20
dapat meningkatkan kemampuan prediksi dari Theory of Reasoned Action
(TRA). Hal ini disebabkan karena selain sikap dan norma subyektif,perilaku
individu juga dipicu oleh non-volitional control, yaitu perasaan individu
tentang ada atau tidak adanya sumber daya dan kesempatan yang

mendukung.

2. Representasi dan Perpajakan

Representasi adalah proses atau cara menggambarkan atau
menyampaikan sesuatu dalam bentuk yang dapat dimengerti atau
diinterpretasikan oleh orang lain. Representasi dapat berupa gambar, kata-
kata, simbol, grafik, atau bahkan tindakan fisik. Representasi digunakan
untuk mengomunikasikan ide, konsep, atau informasi dari satu individu
atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya.

Representasi memainkan peran penting dalam berbagai bidang
seperti seni, matematika, sains, politik, dan budaya. Misalnya, dalam seni,
representasi digunakan untuk menciptakan gambaran visual atau artistik

dari objek nyata atau abstrak. Dalam matematika, representasi digunakan
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untuk mewakili konsep dan hubungan matematis melalui simbol-simbol
dan formula.

Penting untuk dicatat bahwa representasi tidak selalu sepenuhnya
merefleksikan realitas atau objek yang direpresentasikan. Representasi
adalah interpretasi atau abstraksi dari realitas, dan dapat tergantung pada
perspektif, konteks, atau bahasa yang digunakan. Representasi dapat
digunakan dalam berbagai konteks dan bidang, seperti seni, linguistik,
matematika, ilmu komputer, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Berikut ini
adalah beberapa aspek penting mengenai representasi:

a. Abstraksi, representasi melibatkan pengabstrakan, yaitu
penyederhanaan atau penyusutan informasi atau objek ke dalam
simbol atau konsep vyang lebih sederhana. Proses ini
memungkinkan kita untuk menggambarkan atau memodelkan
sesuatu secara lebih komprehensif atau mudah dipahami.

b. Konvensi, representasi sering kali didasarkan pada konvensi atau
aturan yang disepakati bersama dalam suatu komunitas atau
disiplin. Misalnya, dalam matematika, simbol-simbol dan notasi
matematis memiliki arti khusus yang diatur oleh konvensi tertentu.

c. Interpretasi, representasi tidak hanya tentang menghasilkan simbol
atau gambaran, tetapi juga melibatkan proses interpretasi oleh
penerima pesan atau simbol tersebut. Setiap individu dapat
memahami atau menginterpretasikan representasi dengan cara
yang berbeda, tergantung pada pengetahuan, konteks, atau
pengalaman mereka.

d. Konteks, representasi selalu bergantung pada konteks di mana
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mereka digunakan. Artinya, makna atau interpretasi dari suatu

representasi dapat berubah tergantung pada konteks di mana

mereka ditempatkan. Misalnya, simbol yang digunakan dalam
matematika memiliki makna yang berbeda jika digunakan dalam
konteks fisika atau ekonomi.

e. Medium, representasi dapat disampaikan melalui berbagai media
atau saluran komunikasi, termasuk bahasa lisan atau tulisan,
gambar, grafik, simbol matematis, diagram, dan teknologi digital.
Setiap medium memiliki kekuatan dan keterbatasan dalam
menyampaikan informasi atau konsep tertentu.

f. Tujuan, representasi memiliki tujuan atau maksud tertentu.
Misalnya, dalam ilmu pengetahuan, representasi digunakan untuk
menggambarkan fenomena alamiah dan memberikan pemahaman
tentang dunia yang kompleks. Dalam politik atau media,
representasi dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi atau
opini publik.

Representasi memainkan peran penting dalam cara kita
berkomunikasi, memahami dunia, dan berinteraksi dengan orang lain.
Dalam konteks ilmiah, representasi yang baik dan akurat penting untuk
memastikan pemahaman yang tepat dan validitas temuan atau informasi
yang disampaikan.

Dalam konteks ekonomi, representasi merujuk pada cara-cara yang
digunakan untuk menggambarkan dan mewakili konsep, fenomena, atau
data ekonomi. Representasi dalam ekonomi dapat mengambil berbagai

bentuk tergantung pada tujuan dan konteks penggunaannya. Berikut ini
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adalah beberapa contoh representasi dalam ekonomi:

a. Grafik dan Diagram, grafik dan diagram sering digunakan untuk
merepresentasikan data ekonomi, seperti hubungan antara
variabel ekonomi, perubahan dalam waktu, atau perbandingan
antara kelompok atau negara yang berbeda. Contohnya adalah
grafik garis untuk menggambarkan tren pertumbuhan ekonomi,
diagram batang untuk membandingkan tingkat pengangguran
antarwilayah, atau diagram lingkaran untuk menunjukkan
komposisi sektor ekonomi.

b. Model Ekonomi, model ekonomi adalah representasi matematis
atau konseptual dari hubungan ekonomi. Model-model tersebut
menggunakan variabel, persamaan, dan asumsi untuk
menggambarkan cara berfungsinya sistem ekonomi. Contohnya
adalah model permintaan dan penawaran yang menggambarkan
interaksi antara harga dan kuantitas barang, atau model
pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan faktor-faktor yang
memengaruhi pertumbuhan jangka panjang.

c. Indeks dan Angka, indeks ekonomi seperti Indeks Harga Konsumen
(IHK) atau Indeks Pembelian Manajer (PMI) digunakan untuk
merepresentasikan perubahan harga atau aktivitas ekonomi dalam
suatu periode waktu tertentu. Angka-angka ini memberikan
gambaran singkat tentang keadaan ekonomi secara keseluruhan

atau di sektor-sektor tertentu.
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d. Teori dan Konsep Ekonomi, teori dan konsep ekonomi adalah
representasi abstrak dari hubungan dan prinsip ekonomi. Misalnya,
hukum penawaran dan permintaan adalah representasi teoritis
tentang bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan dalam
pasar. Konsep-konsep seperti produktivitas, inflasi, atau modal
manusia adalah representasi konseptual dari fenomena ekonomi
yang kompleks.

e. Laporan dan Analisis Ekonomi, laporan ekonomi, seperti laporan
keuangan perusahaan atau laporan kebijakan pemerintah,
digunakan untuk merepresentasikan Kkinerja ekonomi, hasil
keuangan, atau kebijakan ekonomi tertentu. Analisis ekonomi,
seperti analisis regresi atau analisis cost-benefit, digunakan untuk
menganalisis dan merepresentasikan dampak ekonomi dari suatu
kebijakan atau peristiwa.

Penting untuk diketahui bahwa representasi dalam ekonomi dapat
bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh perspektif atau kepentingan
tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan metode
yang digunakan dalam representasi ekonomi serta melihat lebih jauh dari
representasi tunggal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

komprehensif tentang fenomena ekonomi yang ada.

a. Pengertian Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada

Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada
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negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh
pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk
membiayai kegiatan publik dan memenuhi kebutuhan fiskal negara.
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi
pemerintah untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur,
program sosial, pertahanan, pendidikan, dan sejumlah fungsi

pemerintahan lainnya.

Pajak memiliki beberapa tujuan, antara lain :

a. Membantu pemerintah membiayai pengeluaran publik dan
memenuhi kebutuhan fiskal negara.

b. Mengatur distribusi pendapatan dengan memberikan kontribusi
yang lebih besar dari individu atau perusahaan dengan
penghasilan lebih tinggi.

c. Mengendalikan atau mengatur perilaku ekonomi dengan
memberlakukan insentif atau hukuman fiskal.

d. Memperbaiki alokasi sumber daya dengan mengurangi
konsumsi atas barang tertentu atau mendukung sektor tertentu

melalui insentif pajak
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b. Manfaat Pajak

Pajak merupakan instrumen penting dalam pengelolaan
keuangan publik dan memiliki dampak yang signifikan pada
perekonomian serta kehidupan masyarakat. Semua dana dari
pembayaran pajak akan digunakan oleh negara dan diperuntukkan
bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Peraturan
perpajakan dapat bervariasi di setiap negara, oleh karena itu
penting bagi individu dan perusahaan untuk memahami peraturan
dan kewajiban perpajakan yang berlaku di wilayah mereka. Pajak
memiliki banyak manfaat bagi negara dan Masyarakat, berikut
adalah beberapa manfaat utama pajak :

1) Pendapatan Negara : Pajak merupakan sumber pendapatan
utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai
beberapa program dan proyek Pembangunan, seperti
infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan.

2) Redistribusi Pendapatan : Pajak membantu mengurangi
kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali
pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu ke
yang kurang mampu melalui program bantuan social.

3) Stabilisasi Ekonomi : Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk
mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi.
Pemerintah dapat menyesuaikan tingkat pajak untuk

mempengaruhi Tingkat konsumsi dan investasi.



4)

5)

6)
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Pelayanan Publik : Pajak digunakan untuk membiayai berbagai
pelayanan public yang penting, seperti keamanan, penegakan
huku, dan pelayanan Kesehatan.

Pengembangan Infrastruktur : Dana pajak digunakan untuk
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan,
jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung
pertumbuhan ekonomi.

Pengendalian Polusi : Pajak lingkungan, seperti pajak karbon,
dapat digunakan untuk mengurangi polusi dan mendorong
praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Dukungan Industri Lokal : Melaui insentif pajak, pemerintah
dapat mendukung industri lokal dan mendorong investasi

domestik.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak perekonomian dan Masyarakat mencakup

beberapa aspek utama. Berikut adalah fungsi-fungsi utama pajak :

1)

2)

Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang
digunakan untuk membiayai berbagai kebutuuhan negara,
seperti pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan,
dan pelayanan publik lainnya.

Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengukur atau mengontrol

kegiatan ekonomi dan sosial. Contohnya, pajak dapat
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4)

5)
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digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang
tertentu (seperti rokok dan alcohol) atau untuk mendorong
investasi di sektor-sektor tertentu melalui pemberian insentif
pajak.

Fungsi Distribusi (Redisribusi Pendapatan)

Melalui sistem pajak progresif, di mana tingkat pajak meningkat
seiring dengan peningkatan pendapatan, pajak membantu
mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang
miskin. Pajak dari golongan berpenghasilan tinggi dapat
dialokasikan unutk program-program bantuan sosial bagi
golongan berpenghasilan rendah.

Fungsi Stabilisasi

Fungsi dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Selama periode inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya,
selama resesi, pemerintah dapat menurunkan pajak untuk
meningkatkan daya beli Masyarakat dan merangsang
pertumbuhan ekonomi.

Fungsi Alokasi

Pajak berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi
agar digunakan lebih efektif dan efisien. Pemerintah dapat
mengalokasikan dana pajak untuk sektor-sektor yang
membutuhkan, seperti  Pendidikan, Kesehatan, dan
infrastruktur, untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut

digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
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d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi

beberapa metode, tergantungpada jenis pajak dan kebijakan

pemerintah suatu negara. Berikut adalah beberapa sistem

pemungutan pajak yang umum :

1)

2)

3)

Self-Assessment System (Sistem Penilaian Sendiri)

Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri
jumlah pajak

yang terutang. Pemerintah kemudian melakukan pengawasan
dan audit

untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Contohnya,
Pajak Penghasilan (PPh) di banyak negara menggunakan
sistem ini.

Official Assessment System (Sistem Penilaian Resmi)
Pemerintah atau otoritas pajak yang menentukan jumlah pajak
yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan data dan
informasi yang dimiliki. Wajib pajak menerima surat ketetapan
pajak yang harus dibayarkan.

Withholding System (Sistem Pemotongan)

Pajak dipotong langsung oleh pihak ketiga (seperti pemberi
kerja) dari pendapatan wajib pajak sebelum pendapatan
tersebut diterima. Contohnya, pajak penghasilan karyawan

yang dipotong langsung dari gaji oleh pemberi kerja.
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e. Objek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak

oleh pemerintah. Objek pajak adalah suatu dasar atau alasan yang

menyebabkan subjek pajak membayar atau membayar sebagian

harta harta kekayaannya untuk negara (Setiawan, 2015). Setiap

jenis pajak memiliki objek pajak yang berbeda-beda. Berikut adalah

beberapa contoh objek untuk berbagai jenis pajak :

1)

2)

3)

4)

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek pajak ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh
wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, selama satu
tahun pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak ini adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, impor
BKP, pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar daerah
pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari
luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang ada di
wilayah Indonesia, seperti tanah, perairan dan laut, serta
konstruksi teknik yang ditanam secara tetap di dalam tanah
dan/atau perairan.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Objek pajak ini adalah penyerahan barang mewah oleh

produsen atau impor barang mewah oleh importir.
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Objek pajak ini dibagi atas tiga yaitu pajak kendaraan bermotor,

seperti kendaraan bermotor, pajak hiburan seperti bioskop dan

konser, serta pajak hotel seperti hotel, penginapan, wisma, dan

akomodasi lainnya.

f. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah pihak yang secara hukum dikenakan

kewajiban membayar pajak. Subjek pajak dapat berupa individu

maupun entitas tertentu yang memiliki kewajiban untuk membayar

pajak berdasarkan jenis pajak yang berlaku. Berdasarkan letak

geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek

pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan antara

keduanya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1

Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

NO Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan | Dikenakan pajak hanya atas
1 | baik yang diterima di Indonesia penghasilan yang berasal dari
maupun dari luar Indonesia. sumber penghasilan di Indonesia.
NO Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri
2 | Dikenakan pajak dari penghasilan | Dikenakan pajak dari penghasilan

neto

bruto
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3 | Tarif pajak yang digunakan adalah | Tarif pajak yang digunakan adalah
tarif umum (Tarif UU PPh Pasal tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal

17). 26).

4 | Wajib melaporkan SPT Tidak wajib melaporkan SPT

(Sumber : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK. Perpajakan Edisi Terbaru 2018)

g. Wajib Pajak
Wajib pajak adalah individu atau badan hukum yang
dikenakan kewajiban membayar pajak berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku di suatu negara. Wajib pajak memiliki hak
dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi
kewajiban perpajakan.
1) Hak Wajib Pajak

a) Mendapatkan pelayanan pajak : Wajib pajak berhak
mendapatkan pelayanan yang baik dari otoritas pajak.

b) Mengajukan keberatan dan banding : Jika tidak setujju
dengan ketetapan pajak, wajib pajak berhak mengajukan
keberatan dan banding.

c) Mendapatkan restitusi : Wajib pajak berhak mendapatkan
pengembalian pajak yang telah dibayarkan jika terjadi
kelebihan pembayaran pajak.

2) Kewajiban Wajib Pajak

a) Mendaftar dan mendapatkan NPWP : Wajib pajak harus

mendaftar ke kantor pajak unutk mendapatkan NPWP

sebagai identitas resmi dalam administrasi perpajakan.
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b) Melaporkan penghasilan dan pajak terutang : Wajib pajak
harus melaporkan penghasilan dan menghitung pajak yang
terutang dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau SPT Masa.

c) Membayar pajak yang terutang : Wajib pajak harus
membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

d) Mematuhi peraturan perpajakan : Wajib pajak harus
mematuhi semua peraturan dan ketentuan perpajakan yang
berlaku, termasuk dalam hal pembukuan, pencatatan, dan
pelaporan.

Representasi Sosial-Budaya

Representasi sosial budaya merujuk pada cara-cara di mana
gagasan, norma, nilai, atau identitas sosial budaya direpresentasikan
atau diungkapkan dalam masyarakat. Representasi sosial budaya
mencerminkan cara orang memahami dan mengartikan dunia di sekitar
mereka, serta bagaimana mereka membangun dan menyampaikan

makna tentang diri mereka sendiri, kelompok, dan budaya mereka.

Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai representasi

sosial budaya:

a. Media dan Budaya Populer, representasi sosial budaya sering kali
tercermin dalam media dan budaya populer seperti film, televisi,
musik, iklan, dan media sosial. Media ini mempengaruhi cara kita

melihat dan memahami berbagai aspek kehidupan sosial dan
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budaya, termasuk gender, ras, etnisitas, kelas sosial, agama, dan
banyak lagi.

Stereotipe dan Pencitraan, representasi sosial budaya dapat
melibatkan penggunaan stereotipe, yaitu pandangan yang
sederhana dan generalisasi tentang kelompok-kelompok sosial
tertentu. Stereotipe dapat memengaruhi persepsi dan citra yang
terbentuk tentang kelompok atau individu dalam masyarakat.
Kekuasaan dan Representasi, representasi sosial budaya juga
dapat mencerminkan hubungan kekuasaan dan ketimpangan
dalam masyarakat. Beberapa kelompok atau identitas sosial dapat
diwakili secara dominan atau terpinggirkan dalam media dan
representasi publik lainnya, yang dapat mempengaruhi cara
mereka dilihat dan dihargai oleh masyarakat secara luas.

Identitas dan Representasi, representasi sosial budaya memainkan
peran penting dalam pembentukan identitas individu dan kelompok.
Cara kita direpresentasikan dalam konteks sosial budaya dapat
mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri, serta
bagaimana orang lain melihat dan memahami kita.

Dekonstruksi Representasi, kajian representasi sosial budaya juga
melibatkan dekonstruksi atau kritis terhadap cara-cara representasi
tertentu dibentuk dan digunakan. Ini melibatkan pengungkapan
bagaimana representasi dapat mencerminkan kepentingan,
konstruksi kuasa, atau bias tertentu, serta melibatkan kajian
mengenai alternatif representasi yang lebih inklusif dan

berkeadilan.
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f. Budaya Partisipatif dan Representasi Alternatif, dalam era digital
dan media sosial, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan
untuk berpartisipasi dalam produksi representasi sosial budaya.
Masyarakat dapat menciptakan dan menyebarkan narasi alternatif
yang melibatkan kelompok atau identitas yang terpinggirkan, serta
melibatkan dialog dan pertukaran perspektif yang lebih luas.

Penting untuk diketahui bahwa representasi sosial budaya
bukanlah cerminan langsung dari kenyataan, tetapi merupakan
konstruksi sosial yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Pengenalan terhadap representasi sosial budaya yang beragam dan

kritis dapat membantu kita memahami dinamika dan kompleksitas

masyarakat serta membantu mempromosikan pemahaman, toleransi,

dan keadilan sosial.

Representasi sosial budaya tentang pajak mencerminkan cara
masyarakat memahami dan menyampaikan makna tentang pajak
dalam konteks sosial dan budaya mereka. Representasi ini dapat
bervariasi dalam berbagai cara tergantung pada faktor-faktor seperti

budaya, nilai-nilai, norma, dan konteks sosial yang ada.

Berikut ini adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan

representasi sosial budaya tentang pajak:

a. Citra dan Pendapat Publik, representasi sosial budaya dapat
mencerminkan cara masyarakat melihat pajak dan institusi
perpajakan. Beberapa masyarakat mungkin menganggap pajak

sebagai beban yang tidak diinginkan, sementara yang lain mungkin
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melihatnya sebagai kewajiban sosial yang penting untuk membiayai
layanan publik.

Persepsi tentang Keadilan Pajak, representasi sosial budaya dapat
mencerminkan persepsi masyarakat tentang keadilan dalam sistem
pajak. Beberapa masyarakat mungkin percaya bahwa sistem pajak
harus adil dan meminta kontribusi yang lebih besar dari mereka
yang memiliki penghasilan lebih tinggi, sementara yang lain
mungkin merasa bahwa pajak harus lebih proporsional atau bahkan
regresif.

Stereotipe tentang Pemotongan Pajak, representasi sosial budaya
juga dapat mencerminkan stereotipe atau pandangan umum
tentang kebijakan pemotongan pajak. Beberapa masyarakat
mungkin  melihatnya  sebagai upaya untuk merangsang
pertumbuhan ekonomi dan memberikan insentif bagi pengusaha,
sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai kebijakan yang
menguntungkan kelas atas atau perusahaan besar.

Representasi Media, media berperan penting dalam membentuk
representasi sosial budaya tentang pajak. Media massa dapat
mempengaruhi persepsi masyarakat melalui laporan berita,
program televisi, artikel opini, atau iklan yang berkaitan dengan
pajak. Representasi dalam media dapat mempengaruhi
pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan dampaknya
dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaruh Budaya dan Nilai-nilai, representasi sosial budaya

tentang pajak juga dapat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai
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yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti kesetaraan,
solidaritas sosial, atau kebebasan individual dapat mempengaruhi
cara masyarakat memandang pajak dan sistem perpajakan.

Penting untuk diketahui bahwa representasi sosial budaya tentang

pajak tidak selalu mencerminkan realitas atau kebijakan pajak
yang sebenarnya. Representasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor
sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Oleh karena itu, penting
untuk melibatkan kritis dalam memahami dan menafsirkan representasi
sosial budaya tentang pajak, serta menggali informasi yang lebih
mendalam tentang kebijakan dan efek pajak dari sumber yang dapat

dipercayai.

. ASN dan Non ASN

ASN merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara,
sementara Non ASN merujuk pada individu yang bukan merupakan
Aparatur Sipil Negara. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua

istilah tersebut:

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah merujuk pada individu yang
dipekerjakan oleh pemerintah atau instansi pemerintah sebagai
pegawai negeri. Mereka merupakan bagian dari struktur
administrasi pemerintahan dan bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, memberikan
pelayanan publik, dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah. ASN biasanya diatur oleh undang-undang dan



28

peraturan pemerintah yang mengatur status, hak, dan kewajiban
mereka sebagai pegawai negeri.

Non ASN ialah merujuk pada individu yang bekerja di sektor non-
pemerintah atau non-aparatur sipil negara. Mereka dapat menjadi
pekerja atau pegawai di sektor swasta, organisasi hon-pemerintah
(LSM), atau lembaga lain di luar struktur pemerintah. Non ASN tidak
memiliki status pegawai negeri dan tidak terikat pada undang-
undang dan peraturan yang mengatur ASN.

Perbedaan antara ASN dan Non ASN meliputi status
kepegawaian, hak dan kewajiban, serta pengaturan terkait karir dan
kebijakan yang berlaku bagi keduanya. ASN memiliki status
pegawai negeri dengan hak-hak dan perlindungan yang diatur
secara khusus, sementara Non ASN tidak memiliki status tersebut
dan tunduk pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh

instansi atau organisasi tempat mereka bekerja.

Kedua kelompok ini memiliki peran yang penting dalam
menjalankan fungsi pemerintahan dan perekonomian secara
keseluruhan. ASN biasanya bertanggung jawab  untuk
menyediakan layanan publik, melaksanakan kebijakan, dan
menjaga kestabilan administrasi pemerintahan. Sementara itu, Non
ASN juga berperan dalam sektor swasta, organisasi non-
pemerintah, atau sektor lainnya dalam mendukung aktivitas

ekonomi dan sosial masyarakat.

Berikut adalah perbedaan antara ASN (Aparatur Sipil

Negara) dan Non ASN:
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a. Status Kepegawaian:

1)

2)

ASN memiliki status sebagai pegawai negeri yang diatur oleh
undang-undang dan peraturan pemerintah. Mereka
dipekerjakan oleh pemerintah atau instansi pemerintah.

Non ASN tidak memiliki status pegawai negeri dan biasanya
bekerja di sektor non-pemerintah seperti swasta, organisasi
non-pemerintah  (LSM), atau sektor lain di luar struktur

pemerintah.

b. Regulasi dan Kewajiban:

1)

2)

ASN tunduk pada undang-undang dan peraturan yang
mengatur ASN, seperti UU ASN. Mereka memiliki hak dan
kewajiban yang diatur secara khusus, termasuk dalam hal cuti,
pensiun, dan perlindungan hukum sebagai pegawai negeri.

Non ASN tunduk pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan
oleh instansi atau organisasi tempat mereka bekerja. Mereka
tidak diatur oleh undang-undang yang secara khusus mengatur

ASN.

c. Karir dan Mobilitas:

1)

2)

ASN memiliki jalur karir dan kenaikan pangkat yang diatur
dalam kebijakan pemerintah. Mereka dapat mengikuti tes,
pelatihan, dan promosi untuk naik pangkat atau mendapatkan
jabatan yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan.

Non ASN mungkin memiliki jalur karir yang berbeda tergantung
pada sektor atau organisasi tempat mereka bekerja. Mereka

dapat mengembangkan karir mereka melalui pengalaman kerja,
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keterampilan, dan pencapaian yang relevan dalam pekerjaan
mereka.
d. Gaji dan Kompensasi:

1) ASN biasanya mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk pegawai negeri. Gaji ASN
biasanya ditetapkan dalam skala gaji berdasarkan pangkat dan
golongan.

2) Kompensasi Non ASN dapat berbeda-beda tergantung pada
sektor dan organisasi tempat mereka bekerja. Kompensasi
mereka mungkin ditentukan melalui kesepakatan individual
atau kebijakan organisasi.

e. Keterikatan dengan Pemerintah:

1) ASN merupakan bagian dari struktur administrasi pemerintahan
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

2) Non ASN bekerja di sektor non-pemerintah dan tidak memiliki
keterikatan langsung dengan pemerintah dalam menjalankan
tugas dan kebijakan.

Penting untuk diketahui bahwa perbedaan ini bersifat umum

dan dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan konteks di

setiap negara atau yurisdiksi tertentu.

Keterkaitan ASN dan Non ASN dalam perpajakan terkait
dengan status kepegawaian mereka dan implikasi perpajakan yang
terkait. Berikut adalah beberapa poin terkait keterkaitan keduanya

dalam konteks perpajakan:
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a. Pemotongan Pajak:

1)

2)

Pemerintah biasanya melakukan pemotongan pajak langsung
dari gaji ASN sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku. Pemotongan ini dilakukan secara otomatis oleh
pemerintah sebagai bagian dari proses penggajian.

Bagi Non ASN, pemotongan pajak biasanya tidak dilakukan
secara otomatis oleh pemerintah. Mereka bertanggung jawab
untuk membayar pajak secara mandiri dengan mengajukan
Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Pengajuan SPT Pajak:

1)

2)

ASN juga diwajibkan untuk mengajukan SPT Pajak
Penghasilan (PPh) setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku, terutama jika memiliki penghasilan
selain dari gaji yang diterima dari pemerintah.

Non ASN harus mengajukan SPT Pajak Penghasilan (PPh)
setiap tahunnya, mengungkapkan penghasilan mereka dari
sumber-sumber yang berbeda, seperti gaji dari sektor swasta,

usaha sendiri, investasi, atau sumber-sumber lainnya.

c. Kepatuhan Perpajakan:

1)

2)

Karena pemotongan pajak dilakukan secara otomatis oleh
pemerintah, ASN memiliki keterikatan perpajakan yang lebih
langsung dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan
yang berlaku.

Non ASN memiliki tanggung jawab yang lebih mandiri dalam
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memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk membayar
pajak secara tepat waktu dan mengajukan SPT Pajak sesuai
jadwal yang ditentukan.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pemotongan dan
pelaporan pajak antara ASN dan Non ASN, keduanya memiliki
kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di
negara mereka. Kedua kelompok tersebut diharapkan untuk
menjalankan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang
berkontribusi pada pembiayaan negara melalui pembayaran pajak

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. Kepatuhan Pajak
a. Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah konsep yang mengacu pada
tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang
berlaku. Hal ini mencakup kewajiban wajib pajak untuk membayar
pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum pajak
serta untuk melaporkan pendapatan, aset, dan transaksi keuangan
lainnya kepada otoritas pajak.

Kepatuhan pajak adalah kesediaan dan kemampuan wajib
pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam
suatu yurisdiksi. Ini mencakup pembayaran pajak tepat waktu,
pelaporan yang akurat, dan menjalankan kewajiban pajak lainnya

sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.
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Kepatuhan pajak juga melibatkan kesadaran dan
pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak yang dimiliki oleh
individu atau entitas tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang
jenis pajak yang harus dibayarkan, tarif pajak yang berlaku, serta
cara-cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Kepatuhan pajak melibatkan menghindari pelanggaran
pajak, seperti penggelapan pajak, penipuan pajak, atau tindakan
lain yang melanggar hukum perpajakan. Hal ini termasuk
pematuhan terhadap semua ketentuan hukum pajak yang berlaku,
serta penyesuaian diri terhadap perubahan hukum perpajakan
yang terjadi.

Kriteria Kepatuhan Pajak

Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan
No. 544/KMK.04/2000 dalam Nuraeni (2018) adalah sebagai
berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis
pajak dalam 2 tahun terakhir.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan
dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,

koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang
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terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling
banyak 5%.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir
diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan

pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

6. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak
mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan
dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak merujuk pada
pemahaman dan kepatuhan individua tau badan usaha dalam
memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kesadaran ini melibatkan
aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan yang mencerminkan

kesediaan wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan.

a. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak
1) Pengetahuan Perpajakan
a) Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan
ketentuan perpajakan.
b) Akses terhadap informasi perpajakan melalui media,
seminar, dan pendidikan.
2) Sikap Terhadap Pajak
a) Persepsitentang keadilan dan manfaat pajak.
b) Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dalam

mengelola dana pajak untuk kesejahteraan publik.
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Kepatuhan Sosial dan Budaya

a) Pengaruh norma sosial dan budaya di masyarakat
mengenai kepatuhan pajak.

b) Pengaruh lingkungan sekitar, seperti teman, keluarga, dan
komunitas.

Sistem dan Pelayanan Perpajakan

a) Kemudahan akses dan penggunaan sistem perpajakan.

b) Kualitas pelayanan dan responsivitas dari otoritas pajak.

Penegakan Hukum

a) Adanya sanksi dan Tindakan tegas terhadap pelanggaran
perpajakan.

b) Transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum

pajak.

b. Pentingnya Kesadaran Wajib Pajak

1)

2)

3)

Meningkatkan Penerimaan Negara, dengan meningkatnya
kesadaran wajib pajak, diharapkan akan ada peningkatan
dalam jumlah wajib pajak yang patuh, sehingga penerimaan
negara dari sektor pajak akan meningkat.

Mendorong Pembangunan, pajak yang diterima oleh
pemerintah digunakan untuk pembiayaan pembangunan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting
lainnya.

Menjaga Keadilan Sosial, dengan membayar pajak, wajib pajak

turut serta dalam upaya pemerataan ekonomi dan keadilan
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sosial, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh

seluruh lapisan Masyarakat.

4) Meningkatkan Kepercayaan Publik, kesadaran dan kepatuhan

pajak yang tinggi mencerminkan kepercayaan publik terhadap

pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan

stabilitas pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

NO PENELITI DAN JUDUL HASIL PENELITIAN
TAHUN
1 Ika Rahma Representasi Sosial Representasi sosial tentang
Susilawati & Tentang Pajak Pada pajak pada ASN didominasi

Rahmat Hidayat
(2019)

Aparatur Sipil Negara.

tema positif yang
didalamnya terkandung
unsur penilaian terhadap
nilai manfaat, tujuan
bersama, dan rasa
kewajiban moral sebagai
hubungan timbal balik hak
dan kewajiban yang
melekat dari tuntutan peran
pekerjaannya sebagai ASN.
Kewajiban dirasakan
sebagai sesuatu yang harus
dilakukan dan dipaksakan

namun dengan kesadaran
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bahwa kewajiban tersebut
memiliki nilai penting dan
positif bagi keutuhan,
persatuan dan kehidupan
bermasyarakat serta
bernegara.

Zahra Durah

Pengaruh Kewajiban Moral

Terdapat pengaruh positif

Nabila & Dra. dan Lingkungan Sosial dan signifikan Kewajiban

Isroah, M.Si Terhadap Kepatuhan Wajib | moral dan Lingkungan

(2019) Pajak Orang Pribadi sosial secara Bersama

Pengusaha. sama terhadap Kepatuhan

Waijib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha (WP-OP
Pengusaha) di KPP
Pratama Bantul.

Lisa Amelia Perilaku Kepatuhan Wajib Deterrence Factor,

Herman, Aminar
Sutra Dewi, &
Mike Kusuma
Dewi (2019)

Pajak Yang Dipersepsikan
Melalui Faktor Deterrence,
Keadilan, Dan Norma

Sosial.

berpengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Keadilan
prosedural, keadilan
distributif, dan keadilan
retributif juga menunjukkan
pengaruh yang signikan
terhadap kepatuhan pajak.

Popi Fauziati,
Nailal Husna, dan
Yetty Morelent
(2022)

Dampak Insentif
Perpajakan Dan
Lingkungan Sosial
Terhadap Kepatuhan Pajak
Pada Masa Pandemi Covid-
19 di Kota Padang.

Simpulan dari penelitian ini
adalah pengaruh variabel
insentif perpajakan dan
lingkungan sosial terhadap
kepatuhan pajak adalah
sebesar 40% sedangkan
sisanya 60% dipengarubhi
oleh variabel-variabel lain

yang tidak diteliti dalam
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riset ini. Selanjutnya
variabel intensif perpajakan
dan lingkungan sosial
secara simultan maupun
parsial mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Padang.

Ni Putu Desi Arya
Dewi dan | Putu
Gede Diatmika
(2020)

Pengaruh Tingkat
Kepercayaan, Persepsi Tax
Amnesty, Akuntabilitas
Pelayanan Publik, dan
Lingkungan Sosial
Terhadap Kepatuhan Waijib
Pajak Orang Pribadi.

Ditinjau dari hasil penelitian
bahwa tingkat kepercayaan,
persepsi tax amnesty,
akuntabilitas layanan public,
dan lingkungan sosial
memberikan pengaruh
secara positif dan signifikan
Pada kepatuhan WP OP
yang terdaftar di KPP 1
Pratama Tabanan-Bali.
turut mendorong

kepatuhan WP OP dalam

memenuhi kewajibannya.

Eko Yudi
Setiawan (2015)

Pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak, Pelayanan Fiskus,
dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Waijib
Pajak UMKM Dalam
Pelaporan Kewajiban
Perpajakan (Studi Kasus
Pada Wajib Pajak UMKM
yang Terdaftar di KPP
Blitar)

Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa
variable Kesadaran Waijib
Pajak (X1) berpengaruh
positif dan signifikan
dengan hasil t hitung
sebesar 6,615 dengan
signifikasi t sebesar 0,000.
Sementara itu, Pelayanan
Fiskus (X2) dengan t hitung
sebesar 3,021 dengan
signifikasi t sebesar 0,003

memiliki pengaruh positif
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dan signifikan. Sedangkan
Sanksi Perpajakan (X3)
tidak memiliki pengaruh dan
tidak signifikan dengan nilai
t hitung sebesar - 0,950
dengan signifikasi t sebesar
0,344.

Mutiara
Laraswati, Siti
Nurlaela, dan
Hendro Subroto
(2017)

Pengaruh Pemahaman
System E-Billing, Kualitas
Pelayanan, dan
Pelaksanaan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Waijib
Pajak UMKM Mebel di

Kabupaten Sukoharijo.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
pemahaman sistem e-billing
dan pelaksanaan sanksi
pajak secara parsial
berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak
UMKM. Sedangkan kualitas
pelayanan terhadap wajib
pajak secara parsial tidak
berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak
UMKM.

Fice Handayani,
Bachtiar, dan Nur
Khomariah (2019)

Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kota
Balikpapan.

Dari hasil penelitian
didapatkan kesadaran wajib
pajak dan modernisasi
system administrasi
perpajakan mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap kepaatuhan wajib
pajak UMKM Kota
Balikpapan. Sedangkan
faktor-faktor yang lainnya
tidak memiliki pengaruh

yang signifikan.
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9 Januar Dio Brata, | Pengaruh Kesadaran Waijib, | Berdasarkan hasil analisis
Isna Yuningsih, Pelayanan Fiskus, dan yang dilakukan maka
dan Agus lwan Sanksi Pajak terhadap diperoleh kesimpulan
Kesuma (2017) Kepatuhan Wajib Pajak bahwa kesadaran wajib
Orang Pribadi yang pajak, dan sanksi pajak
Melakukan Kegiatan Usaha | berpengaruh signifikan dan
dan pekerjaan Bebas di mempunyai hubungan
Kota Samarinda. positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Sedangkan
pelayanan fiskus
memberikan pengaruh tidak
signifikan dan mempunyai
hubungan yang negatif
terhadap kepatuhan wajib
pajak.
10 Madjidain Un Pengaruh Transparansi Hasil analisis menunjukan
Rahma (2019) Pajak dan Kepercayaan bahwa Transparansi Pajak

Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib di DKI

Jakarta.

secara parsial berpengaruh
positif dan tidak signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak. Begitu pula dengan
Kepercayaan Wajib Pajak
yang secara parsial
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
Secara simultan
Transparansi Pajak dan
Kepercayaan Wajib Pajak
berpengaruh Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak, hal
ini berarti bahwa dengan

Transakasi Pajak dan
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Kepercayaan Wajib Pajak

bersama-sama maka akan
meningkatkan Kepatuhan

Wajib Pajak.

C. Kerangka Pikir
Berikut ini kerangka pikir yang diajukan. Variabel independen dalam

penelitian ini terdiri dari Sikap, Kepercayaan, dan Norma Sosial Wajib

Pajak, dan untuk variabel dependennya yaitu Kepatuhan Pajak.

Kepatuhan
Pajak (Y)

Kepercayaan
(X2)

Norma Sosial
(X3)

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

D. Hipotesis
1. Sikap Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak (H1)

Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan

positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku
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yang akan ditentukan. Jogiyanto (2007) mendefinisikan sikap sebagai
jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk
menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan
menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik
atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya. Hubungan
antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sangat erat
kaitannya dengan teori ekuitas (equity theory) (Salman dan Farid,
2008). Equity theory adalah gagasan bahwa semua orang ingin
diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan
kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan
rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah

diperlakukan secara adil.

Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak (H2)

Faktor yang digunakan untuk meningkatkan Kepatuhan Waijib
Pajak yaitu Kepercayaan publik (Haning,et al, 2020). Kepercayaan
publik merupakan variablel penting terwujudnya good govermant.
Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan
modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk
mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas
pemerintah. Dengan kata lain Kepercayaan adalah faktor penting yang
dapat mengatasi krisis dan kesulitan antara organisasi dengan
pelanggan.

Kepercayaan publik akan mempengaruhi motivasi wajib pajak

dalam membayar pajak. Fenomena lain terkait dengan Kepercayaan
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publik yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus
bidang perpajakan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk
tidak patuh, wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah

gunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Norma Sosial Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak (H3)

Pada tataran sosial, nhorma akan dikaitkan dengan seberapa
jauh penggelapan pajak di dalam suatu kelompok masyarakat,
dianggap sebagai suatu prevalensi atau kelaziman (Kirchler dkk, 2008).
Norma sosial terkait dengan perilaku dari kelompok, misalnya
pasangan, orang kepercayaan, teman, kenalan, atau kelompok
organisasi. Jika wajib pajak percaya bahwa kepatuhan pajak adalah
perilaku yang tersebar luas dan disetujui dalam kelompok mereka,
maka mereka cenderung untuk patuh juga. Menurut Ajzen (1991),
norma sosial merupakan harapan seorang individu apabila satu orang
atau beberapa orang disekelilingnya, seperti pasangan, saudara atau
teman melakukan tindakan tertentu dan memotivasi tersebut untuk
melakukan tindakan serupa.

Norma sosial dibentuk berlandaskan tekanan sosial dan
pengaruh orang-orang yang diaggap penting di sekitar wajib pajak,
contohnya keluarga, teman, petugas pajak dan pimpinan perusahaan.
Apabila orang-orang special atau yang dianggap penting oleh wajib
pajak mempunyai sikap kooperatif dan positif terhadap kepatuhan
pajak, maka wajib pajak tersebut diduga akan patuh membayar pajak

secara sukarela. Senada dengan penjelasan sebelumnya, penelitian
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Alm dan Torgler (2012); Cahyonowati (2011); Gangl dkk (2015);
Hidayat dan Nugroho (2010); Liu (2014) menunjukkan norma sosial
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan sebagai jawaban
sementara terhadap suatu pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan
asumsi atau prediksi yang dirumuskan oleh peneliti sebagai dasar
untuk diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data.

Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji
kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis
menggambarkan hubungan antara variabel atau memberikan prediksi
tentang hasil dari suatu penelitian. Hipotesis digunakan sebagai dasar
untuk merancang penelitian dan mengarahkan proses pengumpulan
data serta analisis.

Hipotesis digunakan untuk menguji suatu asumsi atau teori
dalam penelitian. Dengan merancang penelitian yang dapat menguiji
hipotesis-hipotesis ini, para peneliti dapat mengumpulkan bukti empiris
untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut, yang pada
gilirannya dapat membantu dalam memperluas pemahaman kita

tentang fenomena yang diteliti.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian kuantitatif dengan Explanatory Research. Menurut Sugiyono
(2017: 6), explanatory research merupakan metode penelitian yang
bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta

pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yang difokuskan khusus
untuk wajib pajak dengan KTP Makassar dan memiliki penghasilan serta
terdaftar sebagia wajib pajak dan berstatus ASN dan Non ASN di Kota
Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih 2

bulan yaitu bulan April-Mei 2024.

C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang akan digunakan ialah Jenis data kuantitatif, yaitu
jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa
informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau
berbentuk angka.
Sumber data yang akan digunakan ialah Data Primer, yaitu sumber

data yang diperoleh dengan cara menyurvei lapangan dan menggunakan
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semua teknik pengumpulan data yang original (asli) atau memperoleh

langsung dari sumber yang asli tanpa adanya perantara.

D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian mengacu pada kelompok yang
menjadi fokus dari studi atau penelitian tertentu. Ini bisa berupa
kelompok orang, objek, atau fenomena yang memiliki karakteristik atau
ciri-ciri tertentu yang ingin diteliti atau dipahami oleh peneliti. Adapun
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ber KTP
makassar sebanyak 130.000 orang.
2. Sampel
Sampel dalam penelitian mengacu pada subset atau bagian
dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diuji dalam suatu
penelitian. Dalam banyak kasus, sulit atau tidak mungkin bagi peneliti
untuk mengamati atau menguji seluruh populasi yang menjadi fokus
penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih sampel yang mewakili
populasi secara keseluruhan untuk diuji. Sampel adalah komponen
penting dalam desain penelitian, dan pemilihan sampel yang tepat
memainkan peran kunci dalam keberhasilan penelitian dan interpretasi

hasilnya. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan slovin.

N
n=——
1+Ne?

N 130.000
1+(130.000).(0,01)2

n=100
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Dimana:
n = Ukuran sampel yang dibutuhkan.
N = Jumlah populasi.
e = Margin of error (tingkat kesalahan yang diizinkan), biasanya dalam
bentuk proporsi desimal (misalnya, jika margin of error adalah 5%, e
akan menjadi 0.05).
E. Metode Analisis Data
1. Uiji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana
instrumen pengukuran atau alat penelitian yang digunakan benar-
benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas adalah
salah satu aspek penting dalam keandalan dan kredibilitas sebuah
penelitian. Jika sebuah alat atau instrumen dianggap valid, maka dapat
dianggap bahwa alat tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.

Menurut Ghozali (2013) mengukur validitas dapat dilakukan
dengan cara melakukan kolerasi anatar skor butir pernyataan dengan
total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan
membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom
(df) = n-2. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut dikatan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsiten apabila
dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama
dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cooficient cronbach alpha

dengan batas toleransi 0,60 untuk data yang dapat dianggap reliabel.
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F. Uji Asumsi Klasik
1. Uiji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji
normalitas dapat dilakukan dengan cara uji Kolmogorov-smirnov . Uji
normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabilah nilai
probabilitas lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai probabilitasnya
lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.
2. Uji Multikolinearitas
Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau
semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen.
Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat kolerasi antara
variabel independen. Salah satu metode yang digunakan adalah
dengan cara melakukan regresi dependen variabel bebas yang
terkandung dalam suatu model regresi yang sedang diuji. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat
dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff
yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas
adalah nilai tolerance 1.
3. Uji Heteroskedasitas
Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai
sama atau tidak varians dari residual observasi yang satu dengan

observasi yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang
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dilakukan dengan meregresikan semua independen dari model regresi

dengan nilai mutlak residualnya. Jika variabel independen secara

signifikan mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terdapat

masalah heterokedastisitas.

G. Analisis Regresi Berganda
Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh independen

variabel terhadap variabel dependen dilakukan analisis data dengan
menerapkan model statistik regresi linier berganda. Model statistik regresi
berganda adalah model yang digunakan untuk memperoleh suatu
persamaan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk
mengulji hipotesis adalah :

Y =a+blX1l+hb2X2 +b3X3 +e

Dimana:

Y : Kepatuhan wajib pajak
a . Konstanta

b1, b2 : Koefisien regresi
X1 : Sikap

X2 : Kepercayaan

X3 : Norma Sosial

e :Random error

H. Uji Hipotesis
Uji hipotesis adalah proses statistik yang digunakan untuk menguiji
kebenaran suatu asumsi tentang populasi berdasarkan data yang
diperoleh dari sampel. Dalam konteks penelitian, uji hipotesis membantu
peneliti untuk membuat kesimpulan tentang perbedaan, hubungan, atau
efek dari variabel yang diteliti. Adapun tahapan uji hipotesis dilakukan

sebagai berikut:
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1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2 ) digunakan untuk mengetahui sampai
seberapa besar presentase variasi variabel independen pada model dapat
menerangkan variabel dependen.

Koefisien determinasi (R2 ) dinyatakan dalam presentase yang
nilainya berkisar antara 0 < R2 < 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabelvariabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen
amat terbatas (Ghozali, 2006). Nilai R2 yang mendekati 1 (satu) berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji Signifikansi t
Uji signifikansi t menunjukkan seberapa jauh variabel independen
secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan level signifikansi 0,05 (a= 5%). Adapun Kkriteria
pengujian hipotesis adalah:
1. Jika nilai signifikansi t > 0,05 dan koefisien regresi sesuai dengan
yang di prediksi, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2. Jika nilai signifikansi t < 0,05 dan koefisien regresi sesuai dengan

yang di prediksi, maka Ho diterima dan Ha ditolak.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar
1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Secara Geografis Kota Makassar terletak antara 119°24°17°38”
Bujur Timur dan 5°8'6'19” Lintang Selatan, Luas Wilayah Kota
Makassar tercatat 175,77km2 yang meliputi 14 Kecamatan. Secara
administrasi Kota Makassar berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Pemerintah wilayah administratif, Kota Makassar terdiri dari 14
Kecamatan yaitu: Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso,
Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Makassar,
Kecamatan UjungPandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala,
Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakukkang,
Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan
Tamalanrea, dengan jumlah Kelurahan sebanyak 142 Kelurahan.
Kecamatan terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22
Km2 atau 27,43% dari luasan Kota Makassar, sedangkan wilayah
Kecamatan yang mempunyai luasan terkecil adalah Kecamatan Mariso
yaitu 1,82 Km2 atau 1,04 dari total wilayah Kota Makassar. Untuk lebih
jelasnya luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar dapat

dilihat di table 4.1 berikut.
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Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No Kecamatan Luas (km?) Persentase Terhadap Luas
Kota Makassar
1 | Mariso 1,82 1,04
2 | Mamajang 2.25 1,28
3 | Tamalate 20,21 11,50
4 | Rappocini 9,23 5,25
5 | Makassar L 1,431
6 | Ujung Pandang 2,63 1,50
7 | Wajo 1,99 1,13
8 | Bontoala 2,10 119
9 | Ujung Tanah 5,94 3,38
10 | Tallo 5,83 3,32
11 | Panakukkang 17,05 9,70
12 | Manggala 24,14 13,73
13 | Biringkanaya 48,22 27,43
14 | Tamalanrea 31,84 18,11
Jumlah 175,77 100,00

(Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Makassar)
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan terluas adalah

Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah mencapai 48,22 Km?,

sedangkan Kecamatan Mariso dengan luas wilayah 1,82 Km?.
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2. Aspek Kependudukan

Penduduk Kota Makassar menurut data Badan Pusat Statistik
yaitu 1.474.393 Jiwa yaitu terdiri atas 732.391 penduduk berjenis
kelamin laki-laki serta 742.002 penduduk berjenis kelamin Perempuan,
perkembangan penduduk di Kota Makassar sendiri mengalami
penurunan mulai dari tahun 2019 — 2020 dengan jumlah 1.526.667 jiwa
menjadi 1.432.877 jiwa, tetapi mengalami kenaikan mulai dari tahun
2020 dengan jumlah 1.432.877 jiwa hingga pada tahun 2023 menjadi
1.474.393 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian table
berikut:

Tabel 4.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar

No | Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa)
2019 2020 2021 2022 2023
1 Mariso 60.499 57.426 57.594 57.795 58.730
2 Mamajang 61.452 56.049 56.056 56.094 58.293
3 Tamalate 205541 | 180.824 | 181.533 | 182.348 | 188.432
4 Rappocini 170.121 | 144587 | 144.619 | 144.733 | 150.613
5 Makassar 85.515 82.067 82.142 82.265 82.237
6 Ujung 29.054 | 24.526 24.526 24.541 24.851
Pandang

7 Wajo 31.453 29.972 30.033 30.110 29.503
8 Bontoala 57.197 54.996 55.102 55.239 55.201
9 | Ujung Tanah | 35534 | 35.789 35.947 36.127 36.745
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10 Tallo 140.330 144.977 145.400 145.908 148.055
11 | Panakukkang | 149.664 139.590 139.635 139.759 144.204
12 Manggala 149.487 146.724 147.549 148.462 160.466
13 | Biringkanaya | 220.456 | 209.048 | 210.076 | 211.228 | 215.820
14 Tamalanrea 115.843 103.177 103.220 103.322 106.262

Jumlah 1.526.677 | 1.423.877 | 1.427.619 | 1.432.189 | 1.474.393

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Pada tabel di atas diketahui bahwa perkembangan jumlah
penduduk di Kota Makassar mengalami penurunan dari tahun 2019-
2020 tetapi kembali mengalami kenaikan dari tahun 2020-2023 dengan
jumlah tertinggi tahun terakhir terdapat di Kecamatan Biringkanaya

dengan jumlah 215.820 penduduk.

B. Kepadatan Jumlah Penduduk
Kepadatan penduduk di Kota Makassar terus mengalami
perubahan pertumbuhan penduduk dan dalam penyebarannya, penduduk
Kota Makassar tersebar secara tidak merata pada setiap kecamatan di
Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian table berikut.
Tabel 4.3

Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar

No Kecamatan Luas (Km?) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk
1 | Mariso 1,82 58.730 32.269
2 | Mamajang 2.25 58.293 25.908
3 | Tamalate 20,21 188.432 9.324
4 | Rappocini 9,23 150.613 16.318
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5 | Makassar 2,52 82.237 32.634
6 | Ujung Pandang 2,63 24.851 9.449
7 | Wajo 1,99 29.503 14.826
8 | Bontoala 2,10 55.201 26.286
9 | Ujung Tanah 5,94 36.745 8.351
10 | Tallo 5,83 148.055 25.395
11 | Panakukkang 17,05 144.204 8.458
12 | Manggala 24,14 160.466 6.647
13 | Biringkanaya 48,22 215.820 4.476
14 | Tamalanrea 31,84 106.262 3.337

Jumlah 175,77 1.474.393 8.388

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Pada tabel di atas, diketahui bahwa Kecamatan Makassar memiliki
tingkat kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 32.634 jiwa/km? dengan
jumlah penduduk sebanyak 82.237 jiwa, sedangkan kepadatan terendah
yaitu Kecamatan Tamalanrea dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu

3.337 jiwa/km? dan dengan jumlah penduduk 106.262 jiwa.

C. Deskriptif Responden
Responden dalam penelitian ini meliputi masyarakat umum yang
merupakan wajib pajak orang pribadi dengan KTP Makassar dan memiliki
penghasilan serta terdaftar sebagai wajib pajak dan berstatus ASN dan
Non ASN di Kota Makassar. Responden yang menjadi objek dalam
penelitian ini berjumlah 100 orang. Ini sesuai dengan metode pengambilan

sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu random sampling.
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Berdasarkan data dari 100 orang responden diperoleh data berupa, jenis

kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Pengelompokkan ini dilakukan

demi mendapatkan jawaban yang akurat mengenai gambaran responden

dalam penelitian ini. Gambaran umum responden dapat dijelaskan sebagai

berikut.

3.

4,

Jenis Kelamin
Usia
Pendidikan

Pekerjaan

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dan

Perempuan, yang merupakan wajib pajak di Kota Makassar, dimana

jumlah wajib pajak laki-laki sebanyak 70 orang dan perempuan

sebanyak 30 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian pada tabel

berikut :

Tabel 4.4

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
Laki-laki 70 70%
Perempuan 30 30%
Total 100 100%

(Sumber : Data primer yang diolah)

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.5 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden

berdasarkan usia.



Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Usia
Usia Jumlah Persentase (%)
21-30 tahun 6 6%
31-40 tahun 55 55%
41-50 tahun 33 33%
>50 tahun 6 6%
Total 100 100%
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(Sumber : Data primer yang diolah)

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
responden berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 55 orang atau 55%,
sebanyak 6 orang atau 6% responden berusia 21-30 tahun, sebanyak
33 orang atau 33% responden berusia 41-50 tahun, dan sebanyak 6
orang atau 6% berusia diatas 50 tahun.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.6 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden

berdasarkan pendidikan.
Tabel 4.6

Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah Persentase (%)
SMA/SMK 0 0%
Diploma 5 5%
Sarjana 95 95%
Total 100 100%

(Sumber : Data primer yang diolah)
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Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
responden berasal dari lulusan Sarjana yaitu sebanyak 95 orang atau
95%, sebanyak 5 orang atau 5% responden berasal dari lulusan
Diploma dan tidak ada yang berasal dari lulusan SMA/SMK.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.7 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden
berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4.7

Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Jumliah Persentase (%)
ASN 50 50%
Karyawan Swasta 35 35%
Wiraswasta 14 14%
Pengajar 1 1%
Total 100 100%

(sumber : Data primer yang diolah)
Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
responden merupakan ASN yaitu sebanyak 50 orang atau 50%,
sebanyak 35 orang atau 35% merupakan karyawan swasta, sebanyak
14 orang atau 14% merupakan wiraswasta, dan 1 orang atau 1%

merupakan seorang pengajar.

D. Deskripsi Variabel Penelitian
Data yang diperoleh menggunakan skor mulai angka 1 sampai 5
yang dipakai untuk mengukur atau melihat tanggapan responden terhadap

variabel sikap wajib pajak, kepercayaan wajib pajak, norma sosial wajib
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Pajak, serta kepatuhan wajib pajak dimana tanggapan responden terhadap

setiap variabel akan dimasukkan pada rentang interval kelas.

1. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)
ltem-item pernyataan dan tanggapan responden dapat diketahui
sebagai berikut :

Tabel 4.8

Tanggapan Responden terhadap Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)

No Pernyataan Rata-rata Tanggapan Responden
1 X11 3,80
2 X12 3,75
3 X13 3,77
4 X1.4 3,79

(Sumber : Data primer yang diolah)
Berdasarkan dari tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian
besar responden rata-rata memberikan tanggapan setuju terhadap

pernyataan-pernyataan pada variabel sikap wajib pajak.

2. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepercayaan Wajib
Pajak (X2)
ltem-item pernyataan dan tanggapan responden dapat diketahui
sebagai berikut :
Tabel 4.9

Tanggapan Responden terhadap Kepercayaan Waijib Pajak (X2)
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No Pernyataan Rata-rata Tanggapan Responden
1 Xa1 3,80
2 X22 3,88
3 X23 3,75
4 X2.4 3,80
5 X2 3,75

(Sumber : Data primer yang diolah)
Berdasarkan dari tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian
besar responden rata-rata memberikan tanggapan setuju terhadap

pernyataan-pernyataan pada variabel kepercayaan wajib pajak.

3. Tanggapan Responden terhadap Variabel Norma Sosial (X3)
ltem-item pernyataan dan tanggapan responden dapat diketahui
sebagai berikut :

Tabel 4.10

Tanggapan Responden terhadap Variabel Norma Sosial (X3)

No Pernyataan Rata-rata Tanggapan Responden
1 X31 3,80
2 Xa2 3,77
3 Xa3 3,70
4 X34 3,77

(Sumber : Data primer yang diolah)
Berdasarkan dari tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa
sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan setuju
terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel norma sosial.

4. Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
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Item-item pernyataan dan tanggapan responden dapat diketahui

sebagai berikut :

Tabel 4.11

Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

No Pernyataan Rata-rata Tanggapan Responden
1 Y.1 3,89
2 Y.2 3,74
3 Y.3 3,79
4 Y.a 3,69

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa

sebagian besar responden rata-rata memberikan tanggapan setuju

terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kepatuhan pajak.

E. Hasil Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana
instrumen pengukuran atau alat penelitian yang digunakan benar-
benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas adalah
salah satu aspek penting dalam keandalan dan kredibilitas sebuah
penelitian. Jika sebuah alat atau instrumen dianggap valid, maka dapat
dianggap bahwa alat tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.

Menurut Ghozali (2013) mengukur validitas dapat dilakukan
dengan cara melakukan kolerasi anatar skor butir pernyataan dengan
total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom



62

(df) = n-2. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut dikatan valid.

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas

Variabel Pernyataan Pearson
r table Keterangan
Correlation
Sikap wajib Xi1 0,865 0,197 Valid
pajak (X1) X1z 0,845 0,197 Valid
o 0,828 0,197 Valid
3G 1 0,835 0,197 Valid
Kepercayaan Xoq 0,895 0,197 Valid
wajib pajak (X2) X5 0,910 0,197 Valid
X 3 0,912 0,197 valid
D 0,870 0,197 Valid
X 0,840 0,197 Valid
Norma X34 0,890 0,197 Valid
sosial (X3) X3 0,820 0,197 Valid
Xa3 0,855 0,197 Valid
X34 0,807 0,197 Valid
Kepatuhan Y. 0,985 0,197 Valid
Pajak (Y) Y, 0,980 0,197 Valid
Y3 0,987 0,197 Valid
Y, 0,790 0,197 Valid




(Sumber : Data primer yang diolah)
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Berdasarkan dari tabel 4.12 di atas, terlihat bahwa semua

pernyataan yang mengukur variabel sikap wajib pajak, kepercayaan wajib

pajak, norma sosial, dan kepatuhan pajak, keseluruhan item pernyataan

dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan

menghasilkan nilai kolerasi > r tabel sebesar 0,197.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsiten apabila

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama

dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cooficient cronbach alpha

dengan batas toleransi 0,60 untuk data yang dapat dianggap reliabel.

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat variabel yang

digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha | Keterangan
Sikap wajib pajak (X1) 0,890 Reliabel
Kepercayaan wajib pajak (X2) 0,950 Reliabel
Norma Sosial (X3) 0,879 Reliabel
Kepatuhan pajak (Y) 0,869 Reliabel

(Sumber : Data primer yang diolah)
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Berdasarkan dari tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa
pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cooficient
cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang
konsisten yang berarti bila penyataan itu diajukan kembali akan diperoleh

jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

F. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Uji
normalitas dapat dilakukan dengan cara uji Kolmogorov-smirnov . Uji
normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabilah nilai
probabilitas lebih besar dari 0,05, sedangkan jika nilai probabilitasnya
lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal. Hasil

uji normalitas dapat dilihat dari tabel 4.14.
Tabel 4.14

Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Keterangan
Residual
Kolmogorov-Smirnov 1,072
Asymp. Signifikansi 0,210 Normal

(Sumber : Data primer yang diolah)
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Berdasarkan dari tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa hasil uji
normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu nilai signifikasi
Kolmogorov-Smirnov pada Asymp. Signifikansi lebih besar dari 5% (0,05)
yaitu sebesar 0,210, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut
berdistribusi normal, sehingga dapat diguunakan dalam penelitian.

2. Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau
semua variabel independen yang menjelaskan variabel dependen.
Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat kolerasi antara
variabel independen. Salah satu metode yang digunakan adalah
dengan cara melakukan regresi dependen variabel bebas yang
terkandung dalam suatu model regresi yang sedang diuji. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat
dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff
yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas
adalah nilai tolerance 1.

Tabel 4.15

Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics

Variabel Keterangan
Tolerance VIF
Sikap waijib pajak (X1) Non
0,493 2,055
Multikolinearitas
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Kepercayaan wajib pajak(X2 Non
P Y iib pajak(X2) 0,440 2,335
Multikolinearitas
Norma sosial (X3) Non
0,350 2,795

Multikolinearitas

(Sumber : Data primer yang diolah)

Berdasarkan dari tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa nilai

tolerance mendekati angka 1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih

rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka dari itu hal ini berarti dalam

persamaan regresi tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel

independent atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel

independent (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai

sama atau tidak varians dari residual observasi yang satu dengan

observasi yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang

dilakukan dengan meregresikan semua independen dari model regresi

dengan nilai mutlak residualnya. Jika variabel independen secara

signifikan mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terdapat

masalah heterokedastisitas.

Gambar 4.1 Gambar Scatterplot
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Berdasarkan gambar 4.1 grafik scatterplot di atas menunjukkan

bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y

dan tidak ada pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Maka,

hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan

regresi. Setelah dilakukan uji asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan

bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini bebas dari

asumsi dasar (klasik) tersebut, sehingga pengambilan keputusan

melaui uji t yang akan dilakukan tidak akan bias atau sesuai dengan

tujuan penelitian.

G. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh independen

variabel terhadap variabel dependen dilakukan analisis data dengan

menerapkan model statistik regresi linier berganda. Model statistik regresi

berganda adalah model yang digunakan untuk memperoleh suatu

persamaan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Hasil yang diperoleh ialah sebagai berikut :

Tabel 4.16

Uji Regresi Linier Berganda

Model Unstandardized t Sig.
Coefficients
B
Konstanta -0,609 - -
Sikap wajib pajak (X1) 0,230 2,975 0,007
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Kepercayaan wajib pajak

(X2)

0,250

3,050

0,005

Norma sosial (X3)

0,670

7,118

0,000

(Sumber : Data primer yang diolah)

Y =-0,609 + 0,230X; + 0,250Xz + 0,670X3 + e

Persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. bl (nilai koefisien regresi sikap wajib pajak) bernilai positif, yang

dimana berarti apabila sikap wajib pajak semakin meningkat, maka

kepatuhan pajak yang dihasilkan akan semakin meningkat.

2. b2 (nilai koefisien regresi kepercayaan wajib pajak) bernilai positif, yang

dimana berarti apabila kepercayaan wajib pajak semakin meningkat,

maka kepatuhan pajak yang dihasilkan akan semakin meningkat.

3. b3 (nilai koefisien regresi norma sosial) bernilai positif, yang dimana

berarti apabila norma sosial semakin meningkat, maka kepatuhan

pajak yang dihasilkan akan semakin meningkat.

H. Uji Hipotesis

1. Uji koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R2 ) digunakan untuk mengetahui

sampai seberapa besar presentase variasi variabel independen pada

model dapat menerangkan variabel dependen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)

Tabel 4.17
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R R Square

0,891 0,777

(Sumber : Data primer yang diolah)

Hasil uji koefisiensi determinasi dan koefisien kolerasi berganda
menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,891. Hal ini berarti hubungan
atau kolerasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak
adalah kuat karena > 0,50. Nilai R Square sebesar 0,777 atau 77,7%,
keadaan ini menunjukkan bahwa variabel Independen yaitu sikap,
kepercayaan, dan norma sosial wajib pajak sebesar 78,9% terhadap
tingkat variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan sisanya
22,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam

model penelitian ini.

Uji Statistik t (Parsial)
Uji signifikansi t menunjukkan seberapa jauh variabel
independen secara individual menerangkan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 (a=

5%).
Tabel 4.19
Hasil Uji t (Parsial)
Model T Sig.
Konstanta - -
Sikap wajib pajak (X1) 2,975 0,007
Kepercayaan wajib pajak (X2) 3,050 0,005
Norma Sosial (X3) 7,118 0,000
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(Sumber : Data primer yang diolah)

1. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.19, pengaruh sikap wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil koefisien
regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk sikap wajib pajak
adalah a = 0,007 < 0,05 hal ini menandakan bahwa sikap wajib
pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada
kelompok ASN dan Non ASN. Sehingga H1 yang dinyatakan
dugaan adanya pengaruh dapat diterima.

2. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.19, pengaruh kepercayaan
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil
koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk
kepercayaan wajib pajak adalah a = 0,005 < 0,05 hal ini
menandakan bahwa kepercayaan wajib pajak berpengaruh dan
signifikan terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non
ASN. Sehingga H2 yang dinyatakan dugaan adanya pengaruh
dapat diterima.

3. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.19, pengaruh norma sosial
terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil koefisien regresi
bernilai positif dan nilai signifikansi untuk norma sosial adalah a =
0,000 < 0,05 hal ini menandakan bahwa norma sosial berpengaruh
dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan
Non ASN. Sehingga H3 yang dinyatakan dugaan adanya pengaruh

dapat diterima.
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I. Pembahasan
Dalam penelitian ini peneliti menguji tentang pengaruh sikap,
kepercayaan, dan norma sosial wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.
1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar
0,007 < 0,05. Sehingga hal ini dinyatakan bahwa variabel sikap wajib
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada
kelompok ASN dan Non ASN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Layli Yobapritika
Putri (2014) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak.

Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan
positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku
yang akan ditentukan. Jogiyanto (2007) mendefinisikan sikap sebagai
jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk
menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan
menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik

atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya

2. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.
Kepercayaan wajib pajak pada pemerintah ataupun otoritas pajak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini
dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,005 < 0,05. Sehingga hal

ini dinyatakan bahwa variabel kepercayaan wajib pajak berpengaruh
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kelompok ASN dan
Non ASN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ni Putu Desi Arya
Dewi dan | Putu Gede Diatmika (2020) yang menyatakan bahwa
kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor yang digunakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak yaitu Kepercayaan publik (Haning,et al, 2020). Kepercayaan
publik merupakan variablel penting terwujudnya good govermant.
Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan
modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk
mendapatkan dukungan politk maupun sosial dalam aktivitas

pemerintah.

Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak

Norma sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0.000 < 0,05.
Sehingga hal ini dinyatakan bahwa variabel norma sosial berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak pada kelompok ASN dan Non
ASN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yosep Harry
Kristian Silaen (2024) dan Mila Ismi Nofenlis (2022) yang menyatakan
bahwa norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Norma sosial dibentuk berlandaskan tekanan sosial dan pengaruh
orang-orang yang diaggap penting di sekitar wajib pajak, contohnya

keluarga, teman, petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Apabila
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orang-orang special atau yang dianggap penting oleh wajib pajak
mempunyai sikap kooperatif dan positif terhadap kepatuhan pajak,
maka wajib pajak tersebut diduga akan patuh membayar pajak secara
sukarela.

Berdasarkan teori TPB dari Icek Ajzen (1988), yang menyatakan
bahwa individu mempertimbangkan kontrol berperilaku yaitu
kemampuan mereka untuk mengambil keputusan terhadap tingkah
laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan
tertentu dan mengikuti urutan-urutan berpikir. Pilihan tingkah laku
dipertimbangkan, konsekuensi dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan
dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian
keputusan itu dicerminkan dalam tingkah laku, dimana menurut lcek
Azjen seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara
individu akan bertingkah laku dalam suatu keadaan atau situasi. Hal ini
pun bisa dikaitkan dengan hasil penelitian ini bahwa berpengaruhnya
sikap, kepercayaan, dan norma sosial terhadap kepatuhan pajak
dikarenakan timbulnya keyakinan dan intensi perilaku wajib pajak serta
adanya keputusan wajib pajak dalam bertingkah laku terhadap
kepatuhan pajak. Berpengaruhnya sikap, kepercayaan, dan norma
sosial terhadap kepatuhan pajak ialah karena wajib pajak memiliki niat

atau keinginan untuk melakukan kepatuhan pajak.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan dapat

1. Berdasarkan dari hasil uji t, dapat kita ketahui bahwa variabel sikap
wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan
pajak.

2. Berdasarkan hasil uji t, dapat kita ketahui bahwa variabel kepercayaan
wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan
pajak.

3. Berdasarkan hasil uji t, dapat kita ketahui bahwa variabel norma sosial

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

B. Saran
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian di luar
variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya seperti
pemahaman-pemahaman pajak yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kepatuhan pajak, seperti hasil uji koefisien determinasi
dimana pengaruh sebesar 21,3% dari variabel lain yang tidak diikut

sertakan dalam penelitian ini.
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C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat beberapa

keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sampel yang diambil hanya berjumlah 100 orang wajib pajak. Yang
dimana jumlah tersebut terbilang kecil dari jumlah populasi, serta waktu
penelitian yang singkat, sehingga kurang dapat mengukur kepatuhan
pajak secara tepat.

2. Hasil dari penelitian ini masih terdapat pengaruh dari variabel-variabel
yang tidak diteliti dalam penelitian ini, peneliti berharap dalam
penelitian selanjutnya untuk dapat memperhatikan variabel-variabel
yang lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan

pajak.
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LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

1. Sikap Terhadap Kepatuhan Pajak (X1)

Silahkan mengisi daftar pernyataan dengan menggunakan 5

pilihan jawaban di antara lain :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S . Setuju
5. SS : Sangat Setuju
No Pernyataan ol S

1 | Saya harus membayar pajak
karena pajak adalah kewajiban
saya sebagai warga negara

3 | Membayar pajak yang tidak
sesuai dengan jumlah yang
seharusnya dibayar akan
merugikan negara

3 | Saya membayar pajak karena
Kasadaran diri saya sendiri

4 | Menyembunyikan pendapatan
dari membayar pajak adalah
tindakan yang tidak bermoral

2. Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pajak (X2)

Silahkan mengisi daftar pernyataan dengan menggunakan 5

pilihan jawaban di antara lain :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N . Netral
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4. S . Setuju

5. SS : Sangat Setuju

No Pernyataan STS | TS | N S | SS

1 | Saya percaya bahwa pajak
digunakan untuk pelaksanaan
fungsi dan tugas pemerintahan

2 | Sistem hukum yang ada telah
diterapkan dengan baik, benar,
adil dan bijaksana

3 | Saya percaya bahwa keuangan
negara dikelola dengan tertib,
efisiensi, transparan, dan
tanggung jawab

4 | Saya percaya bahwa pajak
yang saya sudah bayar benar-
benar digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat

5 | Saya yakin bahwa petugas
pajak telah melaksanakan
tugasnya dengan baik.

3. Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak (X3)

Silahkan mengisi daftar pernyataan dengan menggunakan 5

pilihan jawaban di antara lain :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju
No Pernyataan STS |[TS| N

1 | Teman-teman dan rekan kerja di
lingkungan saya mendorong
saya untuk mematuhi kewajiban
perpajakan
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Petugas pajak memberi saya
saran dan dorongan untuk
memenuhi kewajiban pajak

Keluarga dan lingkungan
disekitar saya menyarankan dan
mendorong saya untuk
memenuhi kewajiaban pajak

Informasi yang beredar di sosial
media memengaruhi saya untuk
mematuhi ketentuan perpajakan

4. Kepatuhan Pajak (Y)

Silahkan mengisi daftar pernyataan dengan menggunakan 5

pilihan jawaban di antara lain :

L,

2.

G

4.

STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
NO Pernyataan SSHF:ES SS
L Patuh dalam mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak
2 Selalu mengisi formulir pajak
dengan benar
3 Menghitung pajak dengan
jumlah yang benar
4 Selalu membayar pajak
dengan tepat waktu
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